BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

'PERATURAN DAERAH KABUPATEN B.O'_A:L:EMO'__
NOMOR 5 TAHUN 2018
“TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMA_.T TUH_A_N YANG MAHA ESA

'BUPATI BOALEMO,

Menimbang a. bahwa untuk . melaksanakan ketentuan Pasal. =
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& A G iy % ) Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran -
Pendapatan dan . Belanja Daerah (APBD) disertai

kepada DPRD sesuai dengan waktu yang telah
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bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagalmana o

dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah dlsepakatl'

tanggal 04 November 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan = sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan hi_;lruf b, perlu menetapkan
Peraturah ' Daerah Kabupaten - Boalemo tentang
-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun -
Anggaran 2019,
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311 . ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 -_ : ' __
tentang- Pemcnntahan Daerah, Kepala Daerah wa_ub -

penjelasan dan dokumen ~ dokumen pendukungnya o

dltentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang -

dlmaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari -
Rencana Kelja Pernermtah Daerah Tahun 2019 yang' o

bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada




Mengingat ot 1. Undang - Undang  Nomor 28’I‘ahun 1999 tentang - |
SR - _.Penyelenggaréan Negara yang Bersih dan Bebas dari

* Korupsi, Kelusi dan “Iépbtisme (Lembaran. Negara
'-Repubhk Indonema Tahun 1999 Nomor 75, ’I‘ambahan

_ Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 8581},

B 2. Undang. _- U_ndang ‘Nomor 50 Tahun 1999 tentang
' Perr_ibent_:tikan' _Ka_bupaten _’ Boalemo (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tarbahan
-Lerﬁbé.ran Negara ‘Republik Indonesia Nomor 3899)
. sebagaimana’ telah diubah dengan Undang - Undang .
" Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas ndang -
- .Undang Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pembentukanl
o Kabupaten Boalemo (Lernbaran Negara Repubhk
_ .Indonesw. Tahun 2000 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran |
| Negara Repubhk Indonesm Nomor 3965), T -
':j_.s-._---Undang - Undang ‘Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhh Indonesm‘
S ":_’I‘ahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Lol
e '-"Repubhk Indones1a Nomor 4286), | ‘
4Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang; o
='.'Perbendaharz:uan Negara (Lernbaran Negara Repubhk”"‘_n
L _'Indonesm ’I‘ahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran SR
i B Negara Repubhk Indone31a '\Jomor 4355},. | _
5. Undang - Undang Nomor 15. Tahun 2004 tentang-
w Pemenksaan Pengelola.an dan Tanggung Jawab_ S
e -—Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indones1a e
i -Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara -
: _--__.-Repubhk Indones:a Nomor 4400), o | _
VSI;ir_'Undang . Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang'_ -
'sttern Perencanaan Pembangunan Nasmnal (Lembaran" o

- Negara Repubhk Indonesm ’I‘ahun 2004 Nomor: 104 G

: 'rTambahan Lembaran Nega.ra Repubhk Indonesxa Nomor :
"o, ;-Undang E Undang Notnor 33 Tahun 2004 tentang "
E - Perimbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan
e j_:-'Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Renubhk.
| V,Indonesza “Tahun 2004 - Nomor 126 Tambahan '
Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomor 4438}, )
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‘Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang ‘Pajak |
Daerah dan Retnbusa Daerah ( Lembaran ‘Negara .
Repubhk Indo*zesxa Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan :
Lembara.n Negara Repubhk Indonesza Nomor 5049),
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan ‘Peraturan Pemndang - Uridangan
(Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2011: ‘_
Nomor 82 - Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5234], 7

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran - Negara Repubhk

Indonesia Tehun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran.'Negara. Republik . Indonesia'Nomof.'SSS"?),f
sebagalmana telah dzubah beberapa kah terakhlrf- 5 |
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang : S
Perubahan Keclua Atas Undang - Undang Nomor 23_1' )

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran o

Negara Repubhk Indonc:31a Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor/ L

5679)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang:-'_ :_
Adm1mstras1 Pemermtahan (Lembaran Negara RePubhk SEEIE

Indonesm Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan _
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 560 1),

Peramran Pemermtah Nomor 65 Tahun 2001 tentang; g
Pa_]ak Daerah (Lembaran Negara Republﬂ: Indonesia -

’I‘ahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara“r
Repubhk Indonesw. Nomor 4138), ' |

Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang‘ o

Retnbusx Daerah (Lembaran Ncgara Republik: Indonesm”f‘ Es

'I‘ahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesw. Nomor 4139} | ; :

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang_ o

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
fLembaran Negara Renuhhk_?pd_ ‘319,. 'T‘nhnn onn: -

Nomor 48 Tambahan Lemba:an Negara Repubhk' "

Indcnc31a Nomor 4502);
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Pérahiran Pemerintah Nomor 55 .Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005  Nomor 137;  Tambahan

'Lembaran Negara Republik Indonesa Normor 4575}); .

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran .Negara Republik Indonesia Nomor -4.5'76),. |
sebagaimana  telah diubah dengan  Peraturan.
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia ‘Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor -
5155) |

Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tenta.ng:
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 Nomor i’.139,: 1-,Ta;mbahan,._' .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); -

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang B
Pengelolaan = Keuangan Daerah - (Lembaran Negara.?:____'-
Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4578),

Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tcntang, -

Pedoman Penyusunan ~dan Penerapan Standar-_--

Pelayanan ‘Minimal (Lembaran_ Negara ‘Republik’ ]
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan—

Lembaran Negara chubhk Indonesm Nomor 4585), o

Peraturan Pemermtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang_ '
Pelaporan Keuangan dan Klnerja Instansz Pemenntah b

(Lembaran Negara. . Repubhk Indonesxa Tahun 2006

Nomor 25 Tambahan. Lembaran Negara Repubhk'_-_ff L

Indones1a Nomor 4614),
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‘Peramran Pemenntah Nomor 71 tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi . Pemerintahan (Lembaran Negara.;:‘ o
Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 'I*arnl:va.han_=

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang o
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - .
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara o

Repubhk Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun. 2017 tentang :
Hak Keuangan dan Administratif Pn'npman dan Anggota N
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara a

Repubhk Indonesia Tahun 20 17 Nomor 106), o

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 g

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan . Daerah..i..{i_".:'_--' '

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peramran Menterl Dalam Negen Nomor 21-_._,;___ T,

Tahun 201 1 tentang Perubahan Kedua atas: Pera‘a.lrarll’=

Menteri Dalam Negen Nomor 13. 'I‘ahun 2006 tentang i o

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara IR

Repubhk Indonesza Tahun 201 1 Nomor 310), _

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 N o
tentang Pedoman Pemberian. Hlbah dan Bantuan Sos1a1f";}r'.-;_" R
Yang Bersumber ‘Dari Anggaran Pendapatan dan : '.::j? _
Belan_]a Daerah sebagalmana telah dlubah beberapa-,-?i_’ - ;
kali- terakhlr dengan Peraturan Menten Dalam’ Negeri = T
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembenan-,f--_

H1bah dan Bantuan Soszal Yang Bersumber Dan o

Anggaran Pendapatan dan . Belan_]a Daerah (Benta" o
Negara chubhk Indones1a Tahun 2018 Nomor 465], RO

Peraturan Menten Dalam Negerz Nomor 62 'I‘ahun 2011 RACEATIE

tentang Pedoman. Pengelolaan Bantuan Operaszonal : -

Sekolah (Bcnta Negara Repubhk Indones1a Tahun 201 1'-. o e

Nomor 807),

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 80 Tahun 20 15_'",'- L

tem:ang Pembentukan- l-’roau,lc I—lukum Daerah {Benta__ o
Negara Repubhk Indonesza Tahun 2015 Nomor. 2036), e
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Memperhatikan: 1

Pera.mran Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017 o
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara R

Perencanaan Pengendahan dan Evaluasx Pembangunan L

Daerah, Tata Cara Evaluam Rancangan Peramran'
Daerah Tentang Rencana | Pembangunan Jangka.

Pan_]ang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka,
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana'
Pembangunan Ja.ngka Panjang Dacrah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana

Kerja Pemerzntah Daerah {Berita Negara Repubhk

Indonesm Tahun 20 17 Nomor 1312 |5

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 5 L __
dan’ Belan_;a Daerah Tahun Anggaran 2019 {Benta';_--

Negara Repubhk Indonesz,a ’I‘ahun 20 18 Nomor 701 ),

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun |
2011 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuanganf__{ S
Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun SRS

2011 Nomor 2, Tambehan: Lembaran Daerah Kabupaten
Boalemo Nomor 171); -

Keputusan Gubernur . Gorontalo - - Nomor
401/29/X11/2018 . Tentang Evaluasi = Rancangan

Peraturan Daerah - Kabupaten = Boalemo - Tentang =
Anggaran Pendapatan dan Belanjé Daerah Kabupaten-;_:":f_';_7-' o
Boalemo Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan S
Peraturan Bupatl Boalemo Tentang Pen;abaran_jfj_'_j'_'_
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-'g'i" ' : _-: -

Boalemo ’I‘ahun Anggaran 20 19

Keputusan Dewan_ Perwakﬂa.n Rakyat Daerah i

Kabupaten Boalemo Nomor 31 Tahun 2018 Tentang_: 3

Persetujuan DPRD Kabupaten Boalemo Atas Rancangan R -'
Peraturan ~Daerah Kabupaten Boalemo Tentang_"_
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ’I‘ahun.-.':i S :
Anggaran 20 19 dan - Rancangan Peraturan Bupat:-._t.'_-.r'. i ’
Boalemo Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan: :
Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2019 Menjad1 o :'

Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo*' C

4




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 'KAB_UPATEK.BOALEMO g
dan
BUPATI BOALEMO.

MEMUTUSEAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Bela.n_]a Daerah 'I‘ahun Anggaran 20 19 sebageu_ L

berikut :

1. Pendapatan SR R .':_Rp 834.696.359. 180,
2. Belanja Daerah _ Ll - Rp. 834 796. 359 180 -

3. Pemblayaan Daerah

2. Penerimaan n . Rp.__ 100.000;_000,'- o

Pembmyaan Netto  Rp- ~100.000.000,-

Sisa Lebih Pemblayaan Anggaran Tahun Berkenaan : e Rp S 000

Pasal 2 R .
[1) Pendapatan Daerah sebagmmana dlmaksud dala.m Pasal 1 terdm da.n

‘. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  Rp. 52.227.858. 180

Surplus/(Deﬁ31t) ~ Rp. (100 ooo 090},

' b. Dana Penmbangan se_;umlah S Rp,677;151-354-000:';[f."

e Lam lain pendapatan daerah

yang sah sejumla.h : SR Rp 105. 317 147, ooo

(2) Pendapatan Ash Daerah sebagaumana d1maksud pada ayat (1) huruf‘ a: S .

“terdiri dan jenis’ pendapatan

a. PaJak daerah sejumlah o Rp 9.600,00@000;—_7.‘"'.i_-_'.:-'j"":_
b.: Retnbus: daerah sejumlah R _iRp._-'-:‘ 21‘?3500000,- fl e

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

T,mn - lmn npﬂﬂnnnm

ol

;:’

dlplsahkan sejumlah L . Rp 8 000 000 000 L

vatig s Sefumlah, o _-"Rp-‘.1'32;4541358;1__'.$0,-*~:3:f




v

(3] Dana pemmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdm L

dan Jems pendapata.n

a Dana Transfer umum sejumlah RP;4'7_8-507.252.000',§ o

“h. Dana Transfer khusus sejumiah | Rp' 198, 644--102 000;-

[4) Lam ~ lain pendapata.n daerah yang sah sebagaimana dlmaksud pada _

ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 15.000.000.000,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

sejumlah | Rp. 90.317.147.000,-

Pasal 3

{1 ) Belanja daerah sebagaumana dxmaksud dalam Pasal 1 terdm dan

‘A, Belanja Txdak Langsung sejumlah . Rp. 444 010 .538. 496 -
b Belanja Langsung sejumlah o Rp.390.785.820.684 IR

(2) Belanla Tldak Langsung Sebaga.lmana dlmaksud pada ayat (1) humf a R

terdln dan Jems belanja

. Belanja pegawai sejumlah e Rp' 294, 126 174, oso R

Belanja Hibah sejumlah ‘ ~ . Rp~- 8 803.400.000,-

b .
c.-Belanja. Bantuan Sos1a1 : o _ R Rp. = "100. 000 GOO ' N

Belanja. Bag1 Hasﬂ kepada Provms1/

Kabupaten/Kota dan Pemenntah Desa - Rp. 1.1_?7.359.000,- |

e Belan.;a Bantuan Keuangan kepada
Prov1nS1 / Kabupaten / Kota

danPemerintahanDesa . Rp.138.803.614416

“f. Belanja 'udak terduga sejumlah B ']-‘Rp'.-i_i‘ 1.000.000.000,-

(3) Belan_la langsung sebagalmana dunaksud pada ayat (1) huruf b terdm-— S

dari jenis, belan_;a

a. Belanja pegawm sejumlah o Rp 60.7 10755688,.. ﬁ

b Belan_;a barang dan jasa sejumlah - Rp151560896471,—
c. Belanja modal se_;umlah ' Rp.il78514,168.525- . . .

Pasal 4-

l \

{ Pcmmayaan daerah’ senagmmana cumaksud dalam Pasal 1 terdm dan 3 |
a

‘Penerimaan. Semmlah .. Rp." -100.000. ooo'--_-.-




2} Penemnaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a terdm dan
Jenzs pembiayaan : . '
‘a. Sisa lebih perh1tungan anggaran tahun anggaran .
) sebelumnya (SILPA) sejumlah ' 'Rp. - 100.000.000,-

o o _ Pasal 5

‘Ufaian lebih lahjut"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
:' ~di maksud -dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan |
'bag1an yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1 Lamplranl Ringkasan APBD;
2. Lampiran II ngkasan APBD menurut Urusan Pemenntahan
_ _ Daerah dan Organisasi SKPD; |
3. Lampiran IiI Rincian APBD menurut Urusan Pemerihtahan_g o

: -'Daerah Ogamsa31 SKPD, Pendapatan Belanja cian'

- 'Pemblayaan,

: 4.'._Lanipi_ran_'N7 A Rekapltulasx ‘Belanja o 'm‘enunit © Urusan

> Pemenntahan Daerah Orgamsas1 SKPD, Program' T

_ L -‘danKeglatan e
- B, .;Lairipi_'ranfv ' Rekapxtulam Belanja Daerah untuk’ keselarasan e

.dan Keterpaduan Umsan Pemenntahan Daerah{ L

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan L o

_ _ | Negara; , - SRR
| 6Lamp1ran Vi - Daftar Jumlah Pegawal Per Golongan dan Per
: _ ' o o _]abatan, | :
7. La;mpiran VIL - Daftar Keglatan - keglatan tahun ‘anggaran - -

. sebelumnya yang ~ belum E dlselesa,tkan “dan -

: i o 'vdzanggarka.n kembali dalam tahun anggaran ini ; _
8. Lampiran VI B Daftar Pm_]aman Daerah dan Obligasi Daerah. Ca

Pasal 6.

' _'Bupau menetapkan Peraturan tenta.ng Penjabaran Anggaran Pendapatan“_. - |

'dan Belanja Daerah sebagai la_ndasan operasmnal pelaksanaan




Pasal 7 .

Peraturan Daerah ini mulau berlaku pada tanggal di undangkan Agar setlap o .

orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1__'
dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Dmndangkan di Tllamuta
Paaa tanggal 28 Desember 2 ’ 8

(LEMBARAN DAERA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 5 )

NOREG. PERATURAN: DAERAH ~KABUPATEN - 'BOALEMO: _PROVINSIf- RN

GORONTALO NOMOR 180 342 / HUKU M-ORG / 78 1 / 20 18




